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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan
petunjuknya maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam upaya mewujudkan
pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan aparatur pemerintah
untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah - langkah
manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang matang, implementasi yang
sesuai dengan target hingga proses monitoring dan evaluasi.

LKIP Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku merupakan bentuk
akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang bersifat outcome dan output yang dilakukan
Tahun 2024. LKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat
menjadi bahan informasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sekaligus

sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Ambon, Maret 2025

Kepala Dinas Kehutanan

Frevmmﬁllamku

FN

Pemblna Utama Muda (IVc)
NIP. 19730822 199903 1 009



IKHTISAR EKSEKUTIF

Hutan Lestari, masyarakat sejahtera menjadi tujuan pembangunan kehutanan
secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan tersebut, Pemerintah
Provinsi Maluku telah menetapkan Visi “ Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih
dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”, dimana keterkaitan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mewujudkan
Visi tersebut adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang
menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mewujudkan Misi ke-3 vyaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang
berkelanjutan.

Rencana kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024, untuk
mewujudkan Misi tersebut didukung 4 sasaran strategis yang tercantum dalam
Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 dilaksanakan
melalui 3 Program, 17 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Alokasi Anggaran Tahun 2024
sebesar Rp.51.202.771.637,-. Realisasi belanja instansi adalah sebesar
Rp. 47.035.715.501 (91.86%).

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 berpedoman
sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktifitas Kehutanan dengan indikator kinerja yang akan di
laksanakan : Volume Produksi Kayu, Volume Produksi HHBK, Jumlah Komoditi
Unggulan KPH dan Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB;

2. Terwujudnya Fungsi Hutan Yang Berkualitas dengan indikator kinerja yang
akan di laksanakan: Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi dan Persentase
Kualitas Penutupan Lahan;

3. Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema
Perhutanan Sosial dengan indikator kinerja yang akan di laksanakan: Jumlah
Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS); dan

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja
yang akan dilaksanakan: Presentasi Peningkatan Kinerja OPD dan Nilai SAKIP
Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara self assement atas realisasi pelaksanaan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4
(empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 105,06%. Tingkat capaian ini
disumbang oleh 3 sasaran yang berhasil mencapai tingkat rata-rata diatas capaian
sasaran 100% dan 1 sasaran yang mencapai rata-rata di bahwa 100%. Dari capaian
indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis kinerja berdasarkan skala
pengukuran ordinal maka capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat di
katagorikan “ Sangat Tinggi”.
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DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

BAB |I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan Good Governance dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang
baik salah satu hal yang diisyaratkan adalah adanyalterselenggaranya
Good Governance. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk
itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta
kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan atas
penggunaan anggaran dengan didasarkan perencanaan strategik yang
ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga
merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersunguh-
sunguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada
prinsi-prinsip “Good Governance’.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.854/Menhut-
[1/2014 tanggal 29 September 2014 skala 1:250.000 adalah 3.919.617 Ha
atau 81% dari luas daratan, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas
429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha (16,01), Hutan Produksi
Terbatas 894.258 Ha (22,81), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42%)
dan Hutan Produksi Konservasi 1.324.866 Ha (33,80%) dapat di lihat pada
gambar 1.1 Luasan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan gambar 1.2

Sebaran Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 1
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2024

Hutan Produksi
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Gambar 1.1 Luasan Kawasan Hutan Berdasarka Fungsi

Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku
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Grafik 1.2. Sebaran Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota

Dari Luas kawasan hutan tersebut yang dikelompokan berhutan

66% sedangkan tidak berhutan 34%; Luas ini telah memenuhi

luas

minimum 30% dari luas pulau/DAS diperuntukkan untuk optimalisasi

manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat

laporan Kinecja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 20249




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

setempat sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Potensi hasil hutan di Maluku diantaranya Hasil Hutan Kayu dan
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dimana potensi hasil hutan kayu jenis
pohon yang tumbuh di hutan alam Maluku tidak kurang dari 560 jenis. Dari
jumlah tersebut 45% komersial, sedangkan 55% diantaranya merupakan
jenis-jenis yang belum dikenal. Berdasarkan rekapan Laporan hasil
cruising pada areal konsesi untuk jenis-jenis komersial di Provinsi Maluku
menunjukan bahwa potensi hasil hutan kayu rata-rata 43 m3/Ha, (Pulau
Seram 35 m3/Ha, Pulau Buru 49 m3/Ha dan Pulau Yamdena 45 m3/Ha).
Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) tersebar hampir siseluruh
Kabupaten/Kota di Maluku, HHBK tersebut terdiri dari Kelompok Resin
berupa damar dan gaharu.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Maluku,
perkiraan potensi kayu dari kawasan hutan di Provinsi Maluku Tahun 2021
Hutan Konservasi 44.800.000 m3, Hutan Lindung 71.200.000 ms3, Hutan
Produksi Terbatas 105.300.000 m3, Hutan Produksi Tetap 57.100.000 m3,
Hutan Produksi Konversi 80.300.000 m3, dan non hutan sebesar
20.100.000 m3 sehingga sampai Tahun 2021 total perkiraan potensi kayu
di Maluku sebesar 378.800.000 m3.

Selain itu juga Potensi jasa lingkungan dimana Kawasan hutan
menyediakan potensi berbagai jenis jasa ekosistim termasuk jasa
lingukungan. Jasa lingkungan adalah produksi Sumber daya alam hayati
dan ekosistemnnya berupa manfaat langsung dan/atau manfaat tidak
langsung yang meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air,
wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan,
penyerapan dan penyimpanan karbon, potensi jasa hutan. Hutan
merupakan suatu kawasan yang paling dominan dalam menyusun peran

jasa lingkungan. Hal ini disebabkan yang paling dominan dalam menyusun
manfaat dan menyongsong kehidupan, baik langsung maupun tidak
langsung. Salah satu jasa lingkungan dari hutan adalah jasa penyerapan

karbon. Hutan berperan penting dalam perubahan iklim yaitu sebagai

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 3
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penyerapan karbon (sink) dan penyimpanan karbon (stock). Cadangan
karbon pada kelas penutupan lahan berhutan berkisar antara 64,70 —
195,40 ton C/Ha sehingga stok karbon yang tersimpan di hutan
berdasarkan penutupan lahan Tahun 2019 sebesar 510.116.338,65 Ton C,
penambahan biomasa 35,06 Ton/Ha/Thn dan Kemampuan penyerapan
65,63 ton CO%e/Ha/Thn. Jika harga 1 ton karbon dinilai US $5 maka
manfaat tidak langsung berupa jasa lingkungan dari hutan sebagai
penyerapan karbon sebesar $. 328,15 Ha/Thn.

Kawasan Hutan di manfaatkan dan digunakan untuk berbagai
keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor Non kehutanan. Untuk
kepentingan kehutanan melaui perizinan berusaha (PBPH-IUPHHK)
sedangkan Non Kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui
mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan. Realita pemanfaatan
dan penggunaan kawasan Hutan dimana IUPHHK-HA 716.574 Ha,
IUPHHK-HT 66.205 Ha, PHHHK 1.381 Ha, HTR 885 Ha, HKM 33.438 Ha,
HD 104. 234 Ha, HA 150 Ha dan IUPHHBK 1.000 Ha.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Laporan Kinerja Tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. LKIP merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan antara lain:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun
2024.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk tahun 2024.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin terselenggaranya tata

kepemimpinan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) guna

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 4
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1.2.

1.3.

meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat diperlukan
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku sebagai unsur penyelengaraan pemerintah daerah
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berkedudukan sebagai unsur
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Tahun 2024 adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan LKIP Tahun 2024 adalah untuk memaparkan
gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kehutanan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun 2024 yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagimana telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang
diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dimana setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk dituntut untuk memberikan
kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
Guna pencapaian dalam melaksanakan tugas dimaksud maka telah
dibentuk Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tanggal
23 Desember 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Daerah Provinsi Maluku menetapkan

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 S




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

1.4.

kedudukan Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi. Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah: “Membantu
Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
provinsi”. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kehutanan
menyelenggarakan fungsi sebagi berikut:

Perumusan kebijakan di bidang kehutanan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;

Pembinaan teknis di bidang kehutanan;

Pembinaan cabang dinas dan /atau unit pelaksana teknis dinas;

-~ 0 o 0 T p

Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

= @

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan

fungsinya.

Struktur Organisasi
Menciptakan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran
guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai
upaya peningkatan efektifitas dan efisien untuk mendukung Kkinerja
pelayanan publik, maka telah ditetapkan struktur organisasi Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 terdiri atas:
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan;dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri dari :

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 6




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Perencanaan dan
Tata Hutan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Penggunaan dan
Perubahan Kawasan Hutan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Hutan Adat dan
Tenurial.
d. Bidang Pengolahan DAS, RHL dan KSDHE, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pengelolaan DAS;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Perbenihan dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan;dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem.
e. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu;
2. Kelompok Jabtan Fungsional Substansi Seksi Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsinal Substansi Seksi Pengolahan,
Pemasaran dan PNBP.
f. Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat Adat, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsinal Substansi Seksi Pengamanan Hutan
dan Penegakan Hukum;
2. Kelompok Jabatan Fungsinal Substansi Seksi Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsinal Substansi Seksi Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat Adat.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada
Gambar 1.3 berikut ini:

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021 7




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

KEPALA DINAS

‘ KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL/PENYULUH KEHUTANAN

SEKRETARIAT

|

[

I

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SUBSTANSI
PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

l

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN HUTAN

KEPALA BIDANG
PEMANFAATAN HUTAN

I

KELOMPOK JABATAN

.| FUNGSIONAL SUBTANSI

PERENCANAAN HUTAN
DAN TATA HUTAN

KELOMPOK JABATAN
|| FUNGSIONAL SUBTANSI
PENGGUNAAN DAN
PERUBAHAN KAWASAN
HUTAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
HUTAN ADAT DAN
TENURIAL

R

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
PEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
PENGOLAHAN
PEMASARAN DAN BNPB

KEPADA BIDANG PENGELOLAAN
DAS, RHL, KSDAE

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HUTAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ADAT

—

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
PENGELOLAAN DAERAH

ALIRAN SUNGAI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI

1 PEMBENIHAN DAN

REHABILITASI HUTAN

KELOMPOK JABATAN

UPTD KPH

L FUNGSIONAL SUBTANSI

KON SERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTIM

e

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
e PENGENDALIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUBTANSI
| PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 20219

|_KEBAKARAN HUTAN DAN |

KEPALA sSUB
BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Maluku mempunyai fungsi:

1.

Menetapkan program Kkerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi
berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana,;

Membina bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan
cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan hutan,
pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan
dan lahan serta perlindungan hutan, penyuluhan dan pemberdayaan
masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan hutan,
pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabiltasi hutan
dan lahan serta perlindungan hutan, penyuluhan dan pemberdayaan
masyarakat adat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran penyelenggaran urusan pemerintahan di Bidang
Kehutanan;

Merumuskan pelaksanan pembinaan teknis dan fasilitas di bidang
perencanan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai,
rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan, penyusunan dan
pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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8. Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran urusan

pemerintahan di Bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

9. Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi

10.

11.

12.

Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengevaluasi pelaksanakan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegitan dan rencana yang
akan datang;

Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 213 Tahun 2023

telah mengatur tugas dan fungsi substansi dan kelompok substansi dan tugas

koordinator dan sub-koordinator di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Maluku

yaitu:

a. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kehutanan mempunyai tugas: Menyusun rencana

operasional, menyelengarakan layanan administrasi kepegawaian dan

umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di Bidang

Kesekretariatan.

Sekretaris Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja
yang efektif, efisien dan akuntabel;

2. Menyelengarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan,

ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya
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aparatur di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai
ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;

3. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data
statistik sektoral di Bidang Kehutanan;

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretaris Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitasi kinerja; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tulisan.

Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pembangunan
Kehutanan harus di dukung oleh Sumber Daya Manusia. Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 335 ASN
yang terdiri dari 210 ASN Laki-Laki dan 125 ASN Perempuan dengan

komposisi sesuai jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.3. dibawah ini:
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— Total Pegawai Laki-laki

— Total Pegawai Perempuan

Gambar 1.3 SDM Dinas Kehutanan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Guna mendukung proses kegiatan administrasi dan kegiatan teknis
maka kualifikasi pendidikan sangat menentukan kinerja dari sebuah instansi.
Kondisi kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan dapat

dilihat pada Tabel 1.1, dan pangkat golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1.
Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2024

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH
Data SKPD PEGAWAI
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD PPPK
Laki-laki - 21 91 2 88 - 1 7 210
Perempuan - 14 81 2 19 - - 9 125
Jumlah - 35 172 4 107 - 1 16 335
Tabel 1.2.
Tingkat Golongan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2024
PANGKAT / GOLONGAN RUANG
JEbE JUMLAH
KELAMIN \vic tvib tvia 1iid e b nia Wid e Wb Wa  ud e
Laki-laki 1 3 7 68 38 26 43 11 7 2 - 1 - 210
Perempuan - 4 7 61 35 17 23 3 1 - - - - 125
- 7 14 129 73 43 66 14 8 2 - ) - 335

Jumlah

22 256 61 1
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Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103) dan dalam Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 100 Tahun 2021 maka secara struktural Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Esalon 1l.a) dibantu oleh
1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Esalon lll.a), 4 (empat) Kepala Bidang (Esalon
lll.a), 11 (sebelas) Kepala UPTD KPH (Esalon llIb), 2 (dua) Kepala Sub Bagian
(Esalon IV.a), 11 (sebelas) Kepala Sub Bagian (Esalon IVb) dan 22 Kepala
Seksi ditingkat UPTD KPH (Esalon 1Vb) serta 13 (tiga belas Pejabat Fungsional
Ahli Muda hasil penyetaraan. Kondisi Jabatan Struktural dapat dilihat pada
Tabel 1.3, dan kondisi Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.3.
Tingkat Jabatan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2024

JENIS JABATAN STRUKTURAL / ESELON YANG TERISI
KELAMIN JUMLAH
I.b Il.a Il.b I1l.a l.b Il.c Il.d IV.a IvV.d
Laki-laki - 1 - 2 5 - - 18 - 26
Perempuan - - - 3 3 - - 16 - 22
Jumlah - 1 - 5 8 - - 34 - 48
Tabel 1.4.
Tingkat Jabatan Fungsional ASN Dinas Kehutanan Tahun 2024
JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG TERISI
KELAMIN e
Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Laki-laki 8 16 - - 24
Perempuan 10 6 - - 16
Jumlah 18 22 - - 40
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1.5. Isu —Isu Strategis
Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh dalam Pembangunan Sektor
Kehutanan antaranya: Analisis Internal dan Analisis Eksternal
Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka menekan
permasalahan utama (strategic issued) adalah memberikan kontribusi bagi
Pendapatan Daerah dari hasil hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar hutan serta menjaga kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya.
Kekuatan sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:
1) Luas lahan kritis
2) Adanya klaim kepemilikan hak ulayat dalam kawasan hutan
3) Adanya penggunaan kawasan hutan non prosedural
4) Adanya skema Perhutanan Sosial (PS)
5) Belum Optimalnya pemanfaatan dan pengawasan Sumber Daya Hutan

(SDH)

6) Belum Optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan
7) Memaksimalkan kinerja kesatuan pengelolaan hutan (KPH)
8) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
9) Pandemi Covid-19

Beberapa permasalahan umum vyang dihadapi dalam Pembangunan

Kehutanan Tahun 2024 oleh OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara

lain:

1. Luasnya Lahan Kiritis
Lahan kritis Provinsi Maluku seluas 299.602 Ha, dengan rincian di dalam
kawasan hutan seluas 242.453 Ha (80.92%) dan di luar kawasan hutan
seluas 57.149 Ha (19.07%) tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Berbagai
upaya telah dilakukan dalam merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik
konservasi lahan secara vegetatif, namun aktifitas masyarakat berupa
perladangan berpindah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, areal-areal

kebun/perkebunan rakyat yang ditinggalkan dalam kawasan hutan menjadi
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lahan terbuka dan dapat menimbulkan lahan kritis baru yang rentang

terhadap erosi dan banijir.

. Klaim Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Dalam Kawasan Hutan

Klaim Masyarakat dalam mengakses sumberdaya hutan menimbulkan
konflik kepentingan (conflict of interest). Pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus
dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan daerah. Penguasaan lahan oleh
masyarakat adat secara de jure, Kawasan Hutan berada dalam penguasaan
Negara, namun secara de facto masyarakat secara turun temurun tinggal
dan bergantung hidupnya dari hutan dan hasil hutan.

Pemahaman mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam masih
diinterpretasikan berbeda, maka perlu adanya penyamaan presepsi antar
berbagai pihak. Berbagai kebijakan telah ditetapkan sebagai landasan atau
dasar dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan komitmen
para pihak untuk memberikan pengakuan secara legal formal bagi

keberadaan masyarakat hukum adat.

. Kepastian Kawasan Hutan Akibat Dinamika Penggunaan Ruang

Kebutuhan ruang untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, pemekaran
daerah, dan sebagainya (kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan)
semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan
kemajuan pembangunan, maka kawasan hutan menjadi salah satu alternatif
untuk digunakan. Permasalahan yang timbul yaitu masih dijumpai
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan tersebut di atas dilakukan

tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.

. Belum Optimalnya Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial melalui lima skema yaitu HKm, HTR, HD, HA
dan Pola Kemitraan harus dioptimalkan dalam mendorong kesejahteraan
masyarakat sehingga perlu dituangkan dalam RPJMD agar kedepan

kewenangan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
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(IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR), Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) dapat dilimpahkan kepada
Gubernur serta penetapan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah
untuk ditindaklanjuti amanat Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perhutanan Sosial.

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat
sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang
terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat
dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan
yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh
kecemburuan sosial. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
Rakyat (IUPHTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) akan
dilimpahkan kepada Gubernur, dimana saat ini terdapat 144 unit Pengelola
Perhutanan Sosial yang telah mendapat persetujuan pengelolaan dari

Kementerian LHK belum difasilitasi secara optimal.

. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH)

Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini masih berorientasi pada hasil
hutan kayu sebagai produk utama, sedangkan HHBK dan jasa lingkungan
belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan minimnya penguasaan
teknologi pengembangan dan pengelolaan HHBK oleh masyarakat sekitar
hutan. Selain itu peningkatan usaha masyarakat dan pengembangan HHBK

belum dilakukan secara optimal.

. Masih Adanya Penebangan dan Peredaran Kayu lllegal

Gangguan keamanan hutan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan
dibidang kehutanan masih terjadi di wilayah Provinsi Maluku, disebabkan
banyak faktor antara lain wilayah Geografis Maluku bercirikan Kepulauan
sehingga terjadi open acces dalam peredaran hasil hutan ilegal pada
beberapa wilayah, selain itu faktor ekonomi masyarakat dan sosial budaya

juga menjadi penyebab pemanfaatan hasil hutan tidak sesuai ketentuan.
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Adapun proses pengamanan dan advokasi bidang kehutanan dalam
pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam membangun sinergitas
antar lembaga penegak hukum sehingga penanganan tindak pidana
dibidang kehutanan belum maksimal.

Berdasarkan interprestasi citra landsat 7UTM, terdapat beberapa bagian dari
kawasan hutan di provinsi Maluku yang dapat digolongkan telah
terdegradasi, terutama dari sisi fakta tutupan vegetasi yaitu pada areal-areal
yang berdekatan dengan pemukiman, pesisir-pesisir pulau dan daerah-
daerah yang mengandung material tambang. Kondisi ini akan berpengaruh
pada fungsi hidro-orologi DAS, fungsi konservasi, produktivitas kawasan,

dan ketersedian jasa-jasa lingkungan lainnya.

. Belum Maksimalnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Wilayah Pengelolaan Hutan
sesuai tugas pokok dan fungsi peruntukannya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: 66/Menhut-11/2010 telah ditetapkan 22 KPH (5 KPH
Lindung dan 17 KPH Produksi) di Provinsi Maluku dengan luas wilayah
pengelolaan + 2.207.864 Ha yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Bahwa
kewenangan pengelolaan sumber daya alam kehutanan berdasarkan UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
pengurusan kehutanan berada pada Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017, telah
dibentuk 11 UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi di 11 Kab/Kota yang
membawahi 22 unit KPH tersebut (5 KPH lindung dan 17 KPH Produksi) di
Provinsi Maluku dengan luas wilayah pengelolaan + 2.207.864 Ha yang
tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Bahwa kewenagan pengelolaan sumber
daya alam kehutanan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kewenagan pengurusan Kehutanan berada pada
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Gubernur Maluku
Nomor 64 Tahun 2017, telah dibentuk 11 UPTD KPH Dinas Kehutnanan

Provinsi di 11 Kabupaten/Kota yang membawahi 22 unit KPH tersebut.
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Dengan telah dibentuknya kelembagaan KPH ini diharapkan pengelolaan
hutan di tingkat tapak dapat berjalan maksimal dengan fokus pengembangan
KPH disesuaikan dengan potensi-potensi unggulan pada masing-masing
KPH dimaksud yang meliputi hasil hutan kayu, Hasil hutan bukan kayu,
Potensi jasa lingkungan. Permasalahan sampai saat ini terdapat unit-unit
kelola KPH yang belum menyelesaikan penyusunan RPHJP sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan operasional KPH di Lapangan.

. Perubahan Iklim

Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi
GKR pada Tahun 2030 sebesar 29% sebagai kelanjutan komitmen awal dari
kepemimpianan sebelumnya untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada
Tahun 2020 secara sukarela dan sebesar 41%, apabila mendapat bantuan
internasional dari kondisi BAU/Business As Usual (Kondisi Seperti Biasa).
Sektor kehutanan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar
di Indonesia yang bersumber dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan
lahan, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan.

Dalam rangka berkontribusi dalam penurunan emisi GRK maka Dinas
Kehutanan Provinsi melalui Pokja GRK telah melakukam perhitungan emisi
dengan metode Stock Difference (Lumens, 01) yang difasilitasi oleh
Bappenas dan ICRAF. Besaline Emisi (PL 2000-2011) sebesar 12.180.008
Ton CO2-eq atau 1.107.273 Ton CO2-eq/Thn dengan seguestrasi 247.681
Ton CO2-eq/Thn. Dengan adanya interfensi kegiatan mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim serta rencana pembangunan rendah karbon sektor
Kehutanan maka OPD Dinas Kehutanan dapat berkolaborasi dalam
menurunkan emisi sebesar 26% (287.891 Ton CO2-eq/Thn).

. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku belum
optimal, hal ini disebabkan karena secara kuantitas keberadaan sumber

daya manusia tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang dikelola,
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terutama tenaga Polhut. Dari luasan kawasan hutan 3,9 juta Ha mestinya
harus diawasi oleh 7.800 personil Polhut (Rambaldi, 2000).

Secara kualitas, perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN antara lain
spesifikasi Tenaga Teknis, Penyuluh Kehutanan, Tenaga Pendamping
Kehutanan dan penyidik kehutanan (PPNS). Masih terbatasnya sumber
daya manusia pada 6 UPTD KPH diantaranya UPTD KPH Buru Selatan,
UPTD KPH Maluku Barat Daya, UPTD KPH Kepulauan Tanimbar, UPTD
KPH Kepulauan Aru, UPTD KPH Maluku Tengara dan UPTD KPH Tual.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok sebagai Isu Strategis yang
dihadapi oleh OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk melaksanakan
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara lain :

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH)
Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini masih berorientasi pada hasil
hutan kayu sebagai produk utama, sedangkan HHBK dan jasa lingkungan
belum dikelola secara optimal. Produksi kayu yang dilakukan oleh pelaku
usaha kehutanan (IUPHHK-HA/IU-IPHHK/IPK) terkendala dengan adanya
moratorium pemanfaatan hasil hutan dan akibat pandemi Covid-19 di Maluku

sehingga mempengaruhi aktifitas perusahaan sampai saat ini.

2. Luasnya Lahan Kritis
Lahan kritis Provinsi Maluku seluas 299.604 Ha, dengan rincian di dalam
kawasan hutan seluas 242.453 Ha (80,92%) dan di luar kawasan hutan
seluas 57.149 Ha (19.07%) tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Kewenangan
pengelolaan lahan kritis di tingkat daerah berada pada areal luar kawasan
hutan di Maluku dan usaha rehabilitasi lahan yang harus dilakukan masih
tersisa 56.973 Ha. Berbagai upaya telah dilakukan dalam merehabilitasi
hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun konservatif, namun aktifitas
masyarakat berupa perladangan berpindah, pembukaan lahan dengan cara
dibakar, areal-areal kebun/perkebunan rakyat yang ditinggalkan dalam
kawasan hutan menjadi lahan terbuka dan dapat menimbulkan lahan kritis

baru yang rentang terhadap erosi dan banijir.
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3. Masih Adanya Penebangan dan Peredaran Kayu lllegal
Gangguan keamanan hutan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan di
bidang kehutanan masih terjadi di wilayah Provinsi Maluku, disebabkan
banyak faktor antara lain wilayah Geografis Maluku bercirikan Kepulauan
yang berakibat open acces dalam peredaran hasil hutan, faktor ekonomi
masyarakat dan sosial budaya serta yang lainnya. Bahwa proses
pengamanan dan advokasi bidang kehutanan dalam pelaksanaannya masih
mengalami kendala dalam membangun sinergitas antar lembaga penegak
hukum sehingga penanganan tindak pidana dibidang kehutanan belum
maksimal. Berdasarkan interpretasi citra landsat UTM 7+, terdapat beberapa
bagian dari kawasan hutan di Provinsi Maluku yang dapat digolongkan telah
terdegradasi dan terdeforestasi, terutama dari sisi fakta tutupan vegetasi
yaitu pada areal-areal yang berdekatan dengan pemukiman, pesisir-pesisir
pulau dan daerah-daerah yang mengandung material tambang. Kondisi ini

akan berpengaruh pada kualitas penutupan lahan/hutan.

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial melalui 5 (lima) skema yaitu HKm, HTR, HD,
HA dan Pola Kemitraan harus dioptimalkan dalam mendorong kesejahteraan
masyarakat sehingga perlu dituangkan dalam RPJMD agar kedepan
kewenangan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
(IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR), Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) akan dilimpahkan kepada
Gubernur.

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta
masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya
konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara
masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola
kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang
disebabkan oleh kecemburuan sosial, sehingga perlu adanya metode efektif

untuk pemanfaatan areal perhutanan sosial di Maluku.
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5. Pandemi Covid-19

Kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku Tahun 2024 memiliki

tantangan berkelanjutan yang semakin besar akibat pandemi Covid-19

sehingga berpengaruh pada anggaran sehingga berdampak pada beberapa

sektor antara lain meningkatnya angka kemiskinan, ketimpangan hingga

kualitas pendidikan hal itu yang menyebabkan kondisi keuangan APBD yang

di periotaskan bagi sektor tersebut.

1.6. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan terkait dengan penyusunan LKIP Dinas

Kehutanan Provinsi Maluku adalah:

A.
B.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi;

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Maluku.

1.7. Sistimatika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun

2024 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB| : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi dengan

menekankan terhadap Latar Belakang; Maksud dan Tujuan;
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BAB I

BAB Il

Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Isu-isu Strategis

dan Sistimatika Penulisan.

: PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan iktisiar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

: AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan atas

A. Capaian kinerja pada Tahun 2024

Dimana pada Bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kehutanan

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan

melakukan analisis capaian kinerja sebagi berikut:

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun
2024;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun
terakhir

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun
2024 dengan target jangka menegah yang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan
Standar Nasional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
dilakukan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis program atau kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

Kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan sesuai

dokumen Perjanjian Kinerja.
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BAB IV : PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 serta langkah atau
strategis di masa mendatang yang mungkin dilaksanakan untuk

meningkatkan pencapaian kinerja.
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Bab Il. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis
Dalam melaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
di Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengacu pada Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Maluku periode Tahun 2019-2024 :
Visi: “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin
Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”
Untuk menjabarkan visi tersebut ditetapkan enam misi pembangunan
Daerah Maluku yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024, dimana
keterkaitan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi tersebut
adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku adalah
Misi ke-3 “Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan®.
Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah
kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk
kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan
ketrampilan kelompok tani hutan, daya saing produk kehutanan, dukungan
terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek
keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.
Dalam upaya mewujudkan Misi Ke-3 tersebut, Dinas Kehutanan akan
mengoptimalkan potensi sumber daya hutan melalui ekstensifikasi, intensifikasi
dan inovasi pengelolaan hasil hutan dengan tetap memperhatikan azas
kelestarian, melalui:
1. Menjamin Keberadaan Hutan
Tujuan ini diwujudkan melalui kepastian hukum/status kawasan hutan serta
mempertahankan hutan sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan
produksi).
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Pemanfaatan Hutan
Tujuan ini diwujudkan melalui diversifikasi aneka usaha hasil hutan yang
berdaya saing, terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan

hutan.
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. Mengoptimalkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tujuan ini diwujudkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada areal lahan
kritis yang difokuskan pada DAS prioritas secara terencana, terkoordinasi
dan terintegrasi.

. Mengoptimalkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Tujuan ini diwujudkan untuk perlindungan dan pengamanan terhadap hutan,

hasil hutan dan kawasan hutan.

. Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan ini diwujudkan melalui keterlibatkan masyarakat yang berada didalam
dan sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

. Penguatan Kelembagaan Dinas Kehutanan

Tujuan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan optimalisasi tugas pokok
dan fungsi Dinas Kehutanan, menjamin keberadaan hutan dan aneka fungsi
pemanfaatan hutan. Penguatan ini meliputi: kompetensi aparatur,
pemenuhan sarana-prasarana organisasi, penguatan kebijakan dan

pembiayaan.

Visi dan Misi tersebut diatas telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan

pe
20

mbangunan Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku
19 - 2024.

Sasaran strategis yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan di Provinsi
Maluku periode 2019 - 2024, adalah:

1.

a.

Meningkatnya Produktifitas Hutan.

Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan:

Penertiban perijinan pemanfaatan hasil hutan, monitoring dan
pengendalian peredaran hasil hutan dengan indikator kinerja adalah
peningkatan produksi hasil hutan (Kayu/bukan kayu dan jasa
lingkungan);

Meningkatnya Ekonomi Hutan melalui peningkatan akses kelola
kawasan hutan oleh masyarakat dengan indikator kinerja adalah jumlah

kelompok pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan);
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c. Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai
dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan
indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada
tingkat tapak melalui UPTD KPH,;

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kehutanan dengan
indikator kinerja adalah terpenuhinya kompetensi aparatur pada Dinas
Kehutanan dan UPTD KPH;

e. Peningkatan kualitas pengelolaan KPH melalui pembangunan kantor
UPTD KPH di tingkat tapak dengan indikator adalah jumlah bagunan
KPH yang terbangun.

2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan,

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan lingkungan
dan pembuatan bangunan konservasi tanah dengan indikator kinerja
adalah persentase lahan kritis yang ditanami.

b. Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan dan sumber daya
hutan akibat gangguan alam, ternak dan manusia, pencegahan
kebakaran hutan dan praktek-praktek perambahan hutan dan
pembalakan liar, peningkatan biomassa hutan dengan indikator kinerja
adalah peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan.

c. Pemantapan kawasan hutan melalui monitoring dan evaluasi
penggunaan kawasan hutan baik yang prosedural maupun yang non

prosedural dengan indikator pengelolaan kawasan sesuai regulasi.

3. Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Melalui Skema
Perhutanan Sosial, Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

a. Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dengan skema

Perhutanan Sosial (HKm, HTR, HD, HA dan pola kemitraan) secara

mandiri dengan indikator fasilitasi dan pendampingan pada 24 KUPS
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b. Bertambahnya luas pengelolaan areal PS dengan sistem agroforestri
dan pemberian izin Pemanfaatan potensi SDH dengan indikator

pembangunan areal Perhutanan Sosial seluas 4.767 Ha

Tujuan dan Sasaran pembangunan kehutanan melalui OPD Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD disajikan pada
Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2019-2024
KONDISI KONDISI
INDIKATOR TARGET CAPAIAN
TUJUAN SASARAN SATUAN AWAL AKHIR
SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Volume 302.00
. M3Thn 400.338 218.273 175.000 200.000 225.000 225.000
Produksi Kayu
Volume
. Ton/Thn 789.11 790 800 810 5.000 5.500 6.000
Produksi HHBK
Meningkatnya
. Jumlah
Produktifitas Kom/
Mengoptimalkan Komoditi 2 3 4
Kehutanan Thn
pengelolaan Unggulan KPH
sumber daya Kontribusi Sub
hutan yang Sektor
. % 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53
berkelanjutan Kehutanan
Terhadap PDRB
Meningkatnya .
Presentasi
Kinerja OPD .
. Peningkatan % 100 100 100 100 100 100 100
Dinas Kehutanan o
Kinerja OPD
dan UPTD KPH
Luas
Rehabilitasi Hektar 252 820 1.000 225 250 275 300
Terwujudnya Lahan Kritis
Fungsi Hutan Persentase
Meningkatkan Yang berkualitas kualitas
% 65 66 67
keberadaan hutan penutupan 65 65 68
dengan luasan lahan
yang cukup dan Pemberian akses
Jumlah
sebaran yang legal kepada
. Pemberdayaan
proporsional masyarakat
Masyarakat
sekitar hutan Kelompok 6 17 19 21 23
. melalui Skema
melalui skema
Perhutanan
perhutanan sosial
Sosial (PS)
(PS)
Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan 2019 — 2024
2
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, maka

ditetapkan perjanjian kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini dijadikan

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja instansi untuk periode 1 tahun.

Dengan anggaran setelah

Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 51.202.771.637,- maka target
capaian kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di

bahwa ini :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2024

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
Volume Produksi Kayu 200.000 M3/Tahun
Volumen Produksi HHBK 6.000 Ton/Tahun
1. Meningkatnya — —
Produktifitas Jumlah Komoditi Unggulan 1 Komoditi
Kehutanan KPH
Kontribusi Sub Sektor 0,51 %
Kehutanan Terhadap
PDRB
_ . Luas Lahan Kritis yang 30 Ha
5 Terwujudnya Fungsi direhabilitasi
. HutanY .
Blejrslr;alitag]sg Persentase Kualitas 67 %
Penutupan Lahan
Pemberian Akses
3. Jumlah Kelompok
k/leags?/lafglfaidgeki tar Pemanfaatan Areal 12 Kelompok
Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial (PS)
Perhutanan Sosial
Meningkatnya Persentase Peningkatan 100 9%
4. Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat B

Daerah
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2.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja diperlukan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Instansi
Pemerintah perlu menentukan apa yang menjadi Kinerja Utama dari
Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama merupakan hal
utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan atau untuk
mewujudkan apa Instansi Pemerintah dibentuk, yang menjadi Core
Areabusiness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan
utama Instansi Pemerintah, dengan demikian Kinerja Utama terkandung
dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key
Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan.

Untuk mewujudkan kelestarian hutan maka Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 yang ditetapkan
sesuai Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Tahun 2024

No

Kondisi Target Pencapaian
Kinerja
IKU Pada

Awal 2019 2020 2021 2022 2023
Renstra

Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
Renstra
(2024)

Luas Lahan Kritis
Yang Direhabilitasi 252 820 176.2 186.13 355.62 364.24
(hektar)

300

Volume Produksi  400.338 345.641 230.684 246.070 277.284 187.919
Kayu (M®¥ Tahun)

250.000

Volume Produksi - 678.18 452 8.197.1 11.459.5 9.990.75
HHBK (ton/Tahun)

6.000

Presentase
Kontribusi Sub
Sektor Kehutanan -

terhadap PDRB (%) 0.52 0.52 0.52 0.54 0.5

0.53
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Presentasi
Peningkatan
Kualitas Hutan - 65.20 65.84 66.57 66.57 *) 68
Melalui Tutupan
Lahan (%)

ol

Jumlah Kelompok
Pemanfaatan Areal
Perhutanan - 10 6 16 24 20
Sosial/PS
(Kelompok)

23

Jumlah Komoditi
Unggulan KPH - - - - 2 3
(Komoditi)

~

*). Presentasi Sub Kektor Kehutanan Terhadap PDRB s.d Triwulan lll
**), Data Tutupan Lahan berdasarkan rilis terakhir Tahun 2022

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

BAB I11. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggung jawaban suatu instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya akuntabilitas. Kinerja Dinas kehutanan Provinsi Maluku tergambar
dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator
kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara
langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian
sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasinya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam penetapan kinerja Tahun
2024 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah mencanangakan beberapa
target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target
kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan
berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan
tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun
2024 untuk mendapat 4 (empat) Sasaran Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku pada tahun tersebut.

Hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata-rata capaian
kinerja 4 Sasaran adalah 105,06% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja
“Sangat Tinggi” yang merupakan akumulasi dari 3 (tiga) sasaran yang
berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari 100% dan 1 (satu)
sasaran yang mencapai tingkat capaian sasaran kurang dari 100%, dengan
rincian pada tingkat capaian setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1

sebagai berikut :
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Tabel 3.1.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2024

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
, Volume Produksi 200.000  155.722,59 0
1 Mﬁ;gﬂ%ﬁg‘ga Kayu M3/Tahun  M3/Tahun 77,86%
kehutanan Volume Produksi 6.000 6.819,07 113.65%
HHBK Ton/Tahun Ton/Tahun '
Jumlah Komoditi 1 2 0
Unggulan KPH Komoditi Komoditi 200%
Kontrinusi Sub
Sektor Kehutanan 0,51% 0,46% 90,20%
Terhadap PDRB
) _ Luas Lahan Kritis 0
Terwujudnya Fungsi  yang direhabilitasi 30 Ha 30 Ha 100%
2 Hutan Yang } }
Berkualitas Presentasi Kualitas 67% 66,76% *)  99,64%
Penutupan Lahan
Pemberian Akses
Legal Kepada Jumlah Kelompok
3 Masyarakat Sekitar =~ Pemanfaatan Areal 12 12 100%
Hutan Melalui Perhutanan Sosial  Kelompok  Kelompok
Skema Perhutanan (PS)
Sosial
Presentase
Meningkatnya Peningkatan Kinerja 100% 100% 100%
4  Akntabilitas Kinerja _OPD
Perangkat Daerah Nilai SAKIP B BB 100%
Perangkat Daerah
Jumlah 420,25%
Rata-Rata 105,06%

Catatan : *) Data Penutupan Lahan s.d Tahun 2022

3.2.Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 tercermin dalam

pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program

dan kegiatan. Pencapaian Kkinerja seluruh sasaran Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:
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Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas Kehutanan

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kehutanan Tahun 2024

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
y  Yolume Produksi 544 009 M3/Tahun 155.722,59 77.86%
Kayu M3/Tahun
Volume Produksi 6.819,07
2 HHBK 6.000 Ton/Tahun Ton / Tahun 113,65%
Jumlah Komoditi 1 2 0
3 Unggulan KPH Komoditi Komoditi 200%
Kontrinusi Sub
g SR 0,51% 0,46% 90,20%
Kehutanan
Terhadap PDRB
Total 481,71%
Rata-Rata 120,43%

Dalam capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Produktifitas
Kehutanan dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a. Rata-rata kinerja volume produksi kayu, volume produksi HHBK, jumlah
komoditi unggulan KPH dan Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB
rata-rata sebesar 120,43% dimana Dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 3.2.
1. Volume Produksi Kayu
Target volume produksi kayu 200.000 M3/Tahun capaian realisasi volume
produksi kayu sebesar 155.722,59 M3/Tahun atau mencapai 77,86% pada
target Tahun 2024.

2. Volume Produksi HHBK
Target volume produksi HHBK 6.000 Ton/Tahun capaian realisasi produksi
HHBK sebesar 6.819,07 Ton/Tahun atau mencapai 113,65% pada target
Tahun 2024
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3. Jumlah Komoditi Unggulan KPH
Target jumlah komoditi unggulan KPH sebanyak 1 Komoditi capaian
realisasi sebanyak 2 komoditi atau mencapai 200% pada target Tahun
2024.

4. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Target kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB 0,51% capaian
realisasi 0,46% atau mencapai 90,20% pada target Tahun 2024.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3
dibahwa ini.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara
Tahun 2024 Sampai Tahun 2023.

Volume 345.64 218.273,3 246.07 277.284, 187.918.8
Produksi 0,82 133.0 2 71.80 0,29 106,67 32 90.03% '3 ’ 83,52 155,722, 77,86
Kayu M3/Ta % % M3/Tah % M3/Tahu et % 59 %
M3/Tahun
(M3/Tahun) hun M3/Tahun un n
Volume
205.005,9
Produksi ' 8.197,1 11.459,5 9.810,75
0 ’ ’ ’
HHBK 25.63 Ton/ 101,20 0Ton/ 1397,50 Ton/ 178,38 6.819,07 113,65
- - % % % % %
(Ton/Tahun Tam Tahun Tahun Tahun
) Tahun
Jumlah
Komoditi 3 P
- - - - - - 0, 0,
Unggulan - - Komoditi 100% Komoditi 200%
KPH
(Komoditi)

laporan Kinetja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 20249




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasaran Tahun 2024
terhadap tahun sebelumnya dimana Tahun 2023 dan Tahun 2019 realisasi
kinerja untuk indikator sasaran Meningkatnya Produktifitas Kehutanan sebagai
berikut:

1. Volume Produksi Kayu
Volume Produksi kayu realisasi kinerja sebesar 155.722,59 M3/Tahun dan
capaian kinerja mencapai 77,86% dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi
kinerja sebesar 187.918,83 M3/Tahun dan capaian kinerja sebesar 83,52%
maka terjadi penurunan dari Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 sebesar
89.365,49 M?3/Tahun dan capaian kinerja mencapai 5,66% dan apabila
dibandingkan dengan Tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 345.640,82
M3Tahun dan capaian kinerja mencapai 133,0% maka mengalami
penurunan Tahun 2024 terhadap Tahun 2019 dengan realisasi kinerja
189.918,23 M3/Tahun dan capaian kinerja mencapai 55,14%.

2. Volumen Produksi HHBK
Volumen Produksi HHBK realisasi kinerja sebesar 6.819,07 Ton/Tahun dan
capaian kinerja mencapai 113,65% dibandingkan dengan Tahun 2023
realisasi kinerja sebesar 9.810,75 Ton/Tahun dan capaian kinerja mencapai
178,38% maka terjadi Penurunan dari Tahun 2024 terhadap Tahun 2023
sebesar 2.991,68 Ton/Tahun dan capaian kinerja 64,73% dan apabila
dibandingakan dengan Tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 205.005,90
Ton/Tahun dan capaian kinerja 25,63% maka mengalami penurunan
realisasi kinerja sebesar 198.186,83 Ton/Tahun dan capaian Kkinerja
mencapai 88,65%.

3. Jumlah Komoditi Unggulan KPH
Jumlah komoditi unggulan KPH realisasi kinerja sebesar 2 komoditi dan
capaian kinerja mencapai 200% dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi
kinerja sebesar 3 komoditi dan capaian kinerja mencapai 100% maka terjadi
penurunan 1 komoditi dan capaian 100%. Membandingakan dengan Tahun
2019 (sebelumnya) tidak ada karena indikator kinerja sebelumnya tidak ada

sehingga realisasi dan capaian kinerja juga tidak ada.
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4. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB realisasi kinerja sebesar
0,46% dan capaian kinerja mencapai 90,20% dibandingkan dengan Tahun
2023 realisasi kinerja 0,49% dan capaian kinerja mencapai 92,45% maka
terjadi penurunan dari Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 sebesar 0,03% dan
capaian kinerja 2,25% dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2019
realisasi kinerja sebesar 0,55% maka mengalami penurunan 0,09% dan

capaian 15,57%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

dengan Target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.4 di bahwa:

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024 dengan Tahun Akhir Restra.

N Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi RT:r:gt?;
[o} s
Kinerja
J 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024
1 Volume 345.640,82 218.273,32 M3/ 246.070,29 277.284,32 187.918,833 155.722 200.000
Produksi Kayu M3/ Tahun Tahun M3/Tahun M3/Tahun M3/ Tahun M3/Tahun M3/Tahun
205.005,90 8.197,10 11.459,50 9.810,75 6.819,07 6.000
2 Volume ) Ton/ Ton /
Produksi HHBK Ton / Tahun Ton/Tahun  Ton/Tahun Ton / Tahun on on
Tahun Tahun
3 Jumlah Komoditi 3 2 1
Unggulan KPH ) ) ) ) Komoditi Komoditi Komoditi
Kontribusi Sub
Sektor
4 0,55% 0,54% 0,53% 0,54% 0,49% 0,46% 0,51%

Kehutanan
Terhadap PDRB
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Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat diukur perbandingan realisasi kinerja dari

Tahun 2019 sampai Tahun 2024 yang merupakan akhir dari Renstra Dinas

Kehutanan, untuk itu dapat di jelaskan bahwa:

1.

Volume Produksi Kayu
Volume Produksi Kayu realisasi Tahun 2024 terhadap akhir Resntra dimana
capaian realisasi kinerja tidak mencapai target Renstra sebesar 44.278
M3/Tahun atau 77,86%.

. Volume Produksi HHBK

Volume Produksi HHBK realisasi Tahun 2024 terhadap akhir Renstra dimana
capaian realisasi kinerja melebihi target Renstra sebesar 819,07 Ton/Thn
atau 113,65%

. Jumlah Komoditi Unggulan KPH

Jumlah komoditi Unggulan KPH realisasi Tahun 2024 terhadap akhir Renstra
dimana capaian realisasi kinerja melebihi target Renstra sebesar 1 komoditi
atau 100%

. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB realisasi Tahun 2024
terhadap akhir Renstra dimana capaian realisasi kinerja tidak mencapai target
Renstra sebesar 0,05% atau 90,20%.

. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Sesuai tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4 penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi terhadap sasaran kinerja meningkatnya produktifitas kehutanan
terhadap 4 indikator kinerja diantaranya volume produksi kayu, volumen
produksi HHBK, Jumlah Komoditi unggulan KPH dan Kontribusi sub sektor
kehutanan terhadap PDRB Tahun 2024 disebabkan karena beberapa

keberhasilan dan kendala antara lain:
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1. Volume Produksi Kayu
Data capaian 155.722,59 M3/Thn dari target 200.00 M3/Thn, analisa
penyebab penurunan capaian adalah: rendahnya permintaan pasar kayu
bulat yang berpengaruh terhadap nilai jual sehingga kegiatan produksi
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dimaksud selain itu tingginya
curah hujan serta peralatan eksploitasi pada beberapa PBPH yang tidak
optimal, sehingga alternativ peningkatan capaian adalah Menginstruksikan
kepada pemegang PBPH untuk melakukan perencanaan target produksi
sesuai kondisi rill tegakan masak tebang di tahun-tahun berikutnya dengan
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat serta melakukan
perbaikan atau pergantian peralatan operasional sesuai kebutuhan rill di
lapangan.

2. Volume Produksi HHBK
Data capaian 6.819,07 Ton/Thn dari target 6.000 Ton/Thn, analisa penyebab
peningkatan capaian adalah: Adanya pengawasan perizinan pengelolaan
hasil hutan bukan kayu, adanya koordinasi dan koordinasi pengendalian izin
usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi dan
Penatausahaan hasil hutan bukan kayu melalui pemanfaatan hutan dan
pemungutan hasil hutan melalui rencana dan realisasi melalui realisasi
produksi HHBK per Pemegang Izin, Realisasi Produksi HHBK Per Bulan dan
Produksi HHBK per Kabupaten secara baik.

3. Jumlah Komoditi Unggulan KPH
Data capaian 2 komoditi dari target 1 komoditi, analisa penyebab
peningkatan capaian adalah: Pengawasan terkait realisasi produksi hasil
hutan bukan kayu per jenis komoditi di Provinsi Maluku selama Tahun 2024
yaitu Gaharu dan Minyak Kayu Putih.

4. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Data capaian 0,46% dari target 0,51%, analisa penyebab penurunan
capaian adalah: rendahnya produksi hasil hutan kayu bulat, kayu olahan
dan HHBK akibat semakin berkurangnya stok tegakan di hutan alam yang
berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku industri serta isu perubahan

iklim, sehingga alternativ peningkatan capaian adalah melakukan upaya
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pengembangan sektor usaha hutan tanaman, pengendalian produksi kayu
hutan rakyat dan hasil budidaya.

e. Dalam mendukung capaian sasaran kinerja Meningkatnya Produktifitas

Kehutanan (sasaran 1) ditunjang dengan:

1. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah usaha di kawasan Hutan
produksi.

Indikator adalah jumlah data dan informasi terkait luas perizinan berusaha
pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi secara berkala.

Capaian adalah 4 Dokumen, dokumen monitoring penggunaan kawasan
di Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru selatan dan Seram Bagian Barat
dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 244.993.824,-.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja
Sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.

Indikator adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi
Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan
Produksi.

Capaian adalah 24 dokumen, 24 Unit IUPHHK/PHAT (Pemegang Izin
Usaha Pengelolaan Hutan di Kab. Buru, SBT, SBB, Bursel, Malteng dan
KKT) dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 274.997,650,-

3. Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi.

Indikator adalah Jumlah Dokumen Rencanan Kerja Tahunan
Pemanfaatan Hutan Produksi yang di sahkan.
Capaian adalah 10 dokumen, 10 lokasi perizinan (Pemegang lzin Usaha
Pengelolaan Hutan di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan,
Kabupaten Maluku Tengah dan KKT. Dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 149.999,758,-

4. Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu
Indikator adalah Terlaksananya pengawasan perizinan pengelolaan hasil

hutan bukan kayu.
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Capaian adalah 2 Laporan, Jumlah laporan pengawasan perizinan
pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 100.000.000,-

Sasaran 2 : Terwujudnya Fungsi Hutan Yang Berkualitas

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Terwujudnya Fungsi Hutan Yang Berkualitas Tahun 2024

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Luas Lahan Kritis Yang
1 Direhabilitasi 30 Ha 30 Ha 100 %

Persentase Kualitas

0 0 0

Penutupan Lahan 67 % 66,76 % 99,64 %
Jumlah 199.64%
Rata-rata 99.82%

Dalam capaian kinerja terhadap sasaran 2, Terwujudnya Hutan Yang
Berkualitas dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a.Rata-rata Luas Rehabilitasi Lahan Kritis rata-rata sebesar 99,82% dimana
dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 3.5
1. Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi
Target luas lahan kritis yang direhabilitasi 30 Ha capaian realisasi luas
lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 30 Ha atau mencapai 100% pada
target Tahun 2024.
2. Presentasi Kualitas Penutupan Lahan
Target presentasi kualitas penutupan lahan 67 Ha capaian realisasi
presentasi kualitas penutupan lahan sebesar 66,67% atau mencapai
99,64% pada target Tahun 2024.
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b.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024

dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara
Tahun 2019 sampai Tahun 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024
N Indikator Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real o Real Cap. Real Cap.
0 Kinerja Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj KineF::a Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj
a a a a a a a ! a a a a
i 7,25 0,31 0,33 0,62 3642 30
1 | Kritis yang 51,85 17,62 97,06 182,35 132,4 100
0 0, 0, 0, 0,
direhabilita | % A ) ol % o % o Ha | °® | Ha | M@
Si
Presentasi 65
> Kualitas 97% 65,84 | 96,82 | 66,57 | 101,11 | 66,57 | 97,90 | 66,67 | 99,64
Penutupan % % % % % % % % %
Lahan
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasaran Tahun 2024

terhadap tahun sebelumnya dimana Tahun 2023 dan Tahun 2019 realisasi

kinerja untuk indikator sasaran Terwujudnya Fungsi Hutan Yang Berkualitas

sebagai berikut:

1. Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi dimana realisasi kinerja sebesar 30 Ha
dan capaian kinerja mencapai 100% dibandingkan dengan Tahun 2023
realisasi kinerja sebesar 364,24 Ha dan capaian kinerja sebesar 132,4%
maka terjadi penurunan dari Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 sebesar
334,24 Ha dan capaian kinerja mencapai 32,45% dan apabila dibandingkan
dengan Tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 7,25% dan capaian kinerja
mencapai 51,85% terhadap Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 22,75%
atau 48,42%. Tahun 2019 sampai Tahun 2024 Indikator di capai dalam %,
namun di Tahun 2023 sampai 2024 indikator capaian dalam Ha (Hektar).
Berbicara Terkait Luasan maka harus di ukur dengan (Hektar) sehingga
berbicara Kehutanan Maka harus di hitung dalam Ha (Hektar), sedangkan %

(Persen) berbicara terkait kualitas.
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2. Presentasi Kualitas Penutupan Lahan

Presentasi Kualitas Penutupan Lahan realisasi kinerja sebesar 66,67% dan
capaian kinerja mencapai 99,64% dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi
kinerja sebesar 66,57% dan capaian kinerja mencapai 97,90% maka terjadi
peningkatan dari Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 sebesar 0,19% dan
capaian kinerja 1,74% dan apabila dibandingakan dengan Tahun 2020
realisasi kinerja sebesar 65% dan capaian kinerja 97% maka mengalami
peningkatan realisasi kinerja sebesar 1,76% dan capaian kinerja mencapai
2,64%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan
Target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.7 di bahwa:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024 dengan Tahun Akhir Rentra

: Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Indikator

Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Luas
Rehabilitasi 0,76 % 0,31 % 0,33 % 0,62 % 364,24 Ha 30
Lahan Kritis Ha

Presentasi
Kualitas
Penutupan
Lahan

65 % 65,84%  66,57% 97,90 % 66,76%

tabel 3.4 diatas dapat diukur perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2019
sampai Tahun 2024 yang merupakan akhir dari Renstra Dinas Kehutanan, untuk
itu dapat di jelaskan bahwa:
1. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis

Luas Rehabilitasi Lahan Kritis realisasi Tahun 2024 terhadap akhir Resntra

dimana capaian realisasi kinerja Renstra sesuai sebesar 30 Ha.
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2. Presentasi Kualitas Penutupan Lahan
Presentasi Kualitas Penutupan Lahan realisasi Tahun 2024 terhadap akhir
Renstra dimana capaian realisasi kinerja kurang target Renstra sebesar
0,24%.

Hasil realisasi tutupan lahan Tahun 2024 diperoleh dari jumlah lahan berhutan

sesuai kelas penutupan lahan Provinsi Maluku Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Penutupan Lahan Tahun 2024

No Kelas Penutupan Lahan Luas Keterangan
l. Kelas Berhutan 3.081.567,16 66,57 %
1 Hutan Lahan Kering Primer 282.635,84
2 Hutan Lahan Kering Sekunder 2,.420.346,76
3 Hutan Mangrove Primer 216.726,93
4 Hutan Mangrove Sekunder 143.857,85
5 Hutan Rawa Primer 740,79
6 Hutan Rawa Sekunder 17.258,99
1. Kelas Tidak Berhutan 1.585.407,67 34,16 %

Semak Belukar 661.355,26

Semak Belukar Rawa 19.298,67

Perkebunan 33.198,01
10 Pemukiman 28.542,98
11  Tanah Terbuka 23.963,63
12  Savana/Padang Rumput 140.441,72
13  Pertanian Lahan Kering 112.123,02
14 pertanian Lahan Kering Campur Semak 530.976,59
15 Sawah 20.139,40
16  Tambak 1.883,17
17  Bandara/Pelabuhan 644,52
18  Transmigrasi 11.542,75
19 Pertambangan 524,60
20 Rawa 773,35

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

Jumlah 4.628.845,26 100 %

Sumber Data : BPKH Wilayah IX Ambon, 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

1. Luas Lahan Kritis Yang di rehabilitasi
Data capaian 30 Ha dari target 30 Ha, analisa penyebab Keberhasilan
capaian adalah : Alokasi Dana APBD melalui dana DBH-DR untuk mencapai
sasaran indikator, Ketersediaan sumber daya manusia (SDM Aparatur)
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, memadai dan efisien dalam usaha
menunjang pencapaian target kinerja. Usaha pencapaian target kinerja telah
dilakukan OPD Dinas Kehutanan dengan didukung oleh Kegiatan
Penyusunan Rencanan Tahunan Rehabilitasi Lahan, Pembangunann Hutan
Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembangunan Penghijauan
Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, Pengembangan Teknologi
Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

2. Persentase Kualitas Penutupan Lahan
Data capaian 66,76% dari target 67%, analisa penyebab kegagalan capaian
adalah : Deforestrasi dan degdradasi hutan akibat kebakaran, aktifitas
pertanian dan perkebunan rakyat, penggunaan kawasan hutan untuk
kegiatan non kehutanan serta pratek pembakaran liar. Upaya pemecahan
masalah adalah melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas
tutupan lahan dengan mengoptimalisasikan kegiatan RHL, fasilitasi
pelaksanaan operasional izin perhutanan sisial, penyuluhan, pengawasan
dan pengendalian aktifitas PBPH, serta pengamanan dan perlindungan

hutan.

Dalam mendukung capaian sasaran kinerja Terwujudnya Fungsi Hutan
Yang Berkualitas (sasaran 2) ditunjang dengan:
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan(RTnRHL)
Indikator adalah Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan

Yang Disusun.
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Capaian adalah 1 Dokumen, 1 dokumen RTn-RHL dengan anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 153.777.000,-.

. Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara.
Indikator adalah Luas Hutan Rakyat yang dibangun di luar Kawasan
Hutan Negara.

Capaian adalah 30 Ha, 30 Ha penanaman HR (PO) di Kabupaten Seram
Bagian Timur Desa Bula Air (30 Ha), Pemeliharaan Tanaman Tahun 1 di
Kabupaten Seram Bagian Barat 25 Ha, Maluku Tengah 114 Ha, Seram
Bagian Timur 118 Ha, Malra 51 Ha dan Buru 50 Ha) Tanaman Tahun 2
(P2) di Kab. SBB 48 Ha, Malteng 100 Ha, SBT 100 Ha dan MBD 100 Ha
dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.924.120.590,-

. Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan
Negara.

Indikator adalah Luas Lahan yang dihijaukan di luar Kawasan Hutan
Negara.

Capaian adalah 6,24 Ha, 6,24 Ha melalui pemeliharaan turus jalan di Kota
Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan dan
Kabupaten Seram Bagian Barat dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 683.143,100,-

. Kegiatan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator adalah Jumlah Persemaian Permanen.

Capaian adalah 9 Unit, 9 Unit Kebun Bibit KPH pada 9 UPTD KPH dengan
jumlah anakan yang disediakan sebanyak 27.487 Anakan/pohon dengan
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.238.959.010,-

. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Indikator adalah Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,
Sinkroniassi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.

Capaian adalah 5 Dokumen, 5 Dokumen Laporan Patroli Rawan Karhutlah
di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, KKT,
Kabupeten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 301.766.500,-
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6. Kegiatan Koordinasi, sinkronis asi dan Pelaksanaan Pencegahan /

Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Indikator adalah Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang
Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Capaian adalah 6 Laporan dan 1 Unit Mobil Damkar (Slip On), 6 Laporan

dan 1 Unit Mobil Damkar (Slip On) Laporan Patroli Rawan Karhutla di

Ambon, Malteng, Buru, KKT, Bursel, SBT dan pengadaan 1 (satu) unit

Mobil Damkar Slip Ondengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 1.1.698.254.000,-
7. Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS.

Indikator adalah Jumlah bangunan Sipil Teknis KTA berupa Gully plug.

Capaian adalah 75 unit, 75 unit dengan anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 1.593.750.000,-

Sasaran 3 : Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar

Melalui Skema Perhutanan Sosial

Tabel 3.9

Hutan

Capaian Sasaran Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekita Hutan

Melalui Skema Perhutanan Sosial Tahun 2024

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah Pemberdayaan

1 | Masyarakat Melalui Skema 12 Kelompok | 12 Kelompok | 100 %
Perhutanan Sosial

Dalam capaian kinerja terhadap sasaran 3, Pemberian Akses Legal Kepada

Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial dapat dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Rata-rata Luas Rehabilitasi Lahan Kritis rata-rata sebesar 100% dimana

dapat dijelaskan sesuai dengan tabel 3.9
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1. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial

Target jumlah pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial

adalah 12 kelompok dan realisasi 12 kelompok atau mencapai 100% pada

target Tahun 2024.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel
3.10.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun
2019 sampai Tahun 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indikat
nikator Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap.
inena Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj | Kinerj
a a a a a a a a a a a a
Jumlah
Pemberd
ayaan
Masyara 12 120 6 46,15 11 78,57 11 78,57 20 95.24 12 100
Iltllaélalui unit % unit % unit % unit % Kel % kel %
Skema
Perhutan
an Sosial

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasaran Tahun 2024 terhadap tahun
sebelumnya dimana Tahun 2023 dan Tahun 2019 realisasi kinerja untuk
indikator sasaran Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan
Melalui Skema Perhutanan Sosial sebagai berikut:
1. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Sosial Melalui Skema Perhutanan Sosial
dimana realisasi kinerja sebesar 12 kelompok dan capaian kinerja mencapai
100% dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 20
kelompok dan capaian kinerja sebesar 95,24% maka terjadi penurunan dari
Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 sebesar 8 kelompok dan Kenaikan

capaian kinerja mencapai 4,76% dikarenakan realisasi kinerja terhadap target
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ada yg mengalami capaian dan ada yang tidak dan akan berpengaruh bagi

capaian kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan

Target Renstra dapat di lihat pada tabel 3.11 di bahwa:

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024 dengan Tahun Akhir Renstra

No Indikator Kinerja

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi Realisasi Target

Sosial(PS)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Kelompok
1 | Pemanfaatan 12 6 11 24 20 12
Areal Perhutanan unit unit unit Unit Kel Kel

tabel 3.11 diatas dapat diukur perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2019

sampai Tahun 2024 yang merupakan akhir dari Renstra Dinas Kehutanan, untuk

itu dapat di jelaskan bahwa:

1. Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial

Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial Tahun 2024 terhadap akhir Renstra

dimana capaian realisasi kinerja capai target Resntra sebesar 12 kelompok.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

1. Jumlah Kelompok Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (PS)

Data capaian 12 kelompok dari target 12 kelompok, analisa penyebab

Keberhasilan capaian adalah : Alokasi Dana APBD melalui dana DBH-DR

untuk mencapai sasaran indikator, Ketersediaan sumber daya manusia

(SDM Aparatur) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, memadai dan efisien

dalam usaha menunjang pencapaian target kinerja. Usaha pencapaian

target kinerja telah dilakukan OPD Dinas Kehutanan dengan didukung

oleh kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok

Tani Hutan, Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
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e. Dalam mendukung capaian sasaran kinerja Pemberian Akses Legal Kepada
Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial (sasaran 3)
ditunjang dengan:

1. Kegiatan Penguatan dan pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani
Hutan.
Indikator adalah Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang
Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan.
Capaian adalah 10 Kelompok, 10 Kelompok dengan anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 643.369.600,-.

2. Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
Indikator adalah Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial
Capaian adalah 10 Ha, 10 Ha dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 643.369.600,-.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Presentasi Peningkatan 0 0 0
1 Kinerja OPD 100% 100% 100%
5 Nilai SAKIP Perangkat B BB 100%
Daerah
Jumlah 200%
Rata-rata 100%

Dalam capaian terhadap sasaran strategis 4, Meningkatnya Akuntabilita Kinerja

Perangkat Daerah dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
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a. Rata-rata kinerja presentasi peningkatan kinerja OPD dan nilai SAKIP
perangkat daerah dimana rata-rata sebesar 100% dan dapat dijelaskan sesuai
dengan tabel 3.12.

1. Persentasi Peningkatan Kinerja OPD
Target presentasi peningkatan kinerja OPD 100% capaian realisasi 100%
atau 100% pada Tahun 2024.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Target nilai SAKIP perangkat daerah B capaian realisasi BB atau 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara
Tahun 2019 sampai Tahun 2024

. 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indikator
Kinerja Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap. Real Cap.
Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kinerj Kiner;j Kiner;j Kinerj
a a a a a a a a a a a a
Presentasi
Peningkat 91,24 91,24 93,38 93,38 78,35 78,35 88,32 88,32 93,15 93,15 100 100
an Kinerja % % % % % % % % % % % %
OPD
Nilai
SAKIP BB )
Perangkat 100%
Daerah

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasatran Tahun 2024 terhadap tahun
sebelumnya dimana Tahun 2024 dan Tahun 2019 realisasi kinerja untuk indikator
sasaran Meningkatnya akuntabilitasi kinerja perangkat daerah sebagai berikut:
1. Presentasi Peningkatan Kinerja OPD
Presentasi peningkatan kinerja OPD sebesar 100% dan capaian kinerja
mencapai 100% dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar
93,15% dan capaian kinerja sebesar 100% maka terjadi kenaikan dari Tahun
2024 terhadap Tahun 2023 sebesar 6,85% dan capaian kinerja sebesar

6,85% dan apabila di bandingkan dengan Tahun 2019 realisasi kinerja sebesar
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91,24% dan capaian kinerja 91,24% maka mengalami kenaikan Tahun 2024
terhadap Tahun 2019 dengan realisasi kinerja 8,76% dan capaian kinerja
mencapai 8,76%.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP perangkat daerah realisasi kinerja dengan capaian BB dan capaian
kinerja. mencapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 sampai Tahun
2023 tidak ada, karena Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak
ada untuk tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kienrja Tahun 2019 samppai dengan Tahun 2024

dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.13 dibahwa:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2024 dengan Tahun Akhir Resntra

_ Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target
No Indikator

Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Presentasi
1 Peningkatan 91,24 % 93,38 % 78,35 % 88,32 % 93,15 % 100% 100%

Kinerja OPD

Nilai SAKIP
2 Perangkat - - - - - 100% B
Daerah

Berdasarkan tabel 3.13 diatas dapat diukur perbandingan realisasi kinerja dari
Tahun 2019 sampai Tahun 2024 yang merupakan akhir dari Renstra Dinas
Kehutanan, untuk itu dapat dijelaskan bahwa:
1. Presentasi Peningkatan Kinerja OPD
Presentasi peningkatan kinerja OPD realisasi Tahun 2024 terhadap akhir
Renstra dimana capaian realisasi kinerja sesuai capaian atau target Renstra
sebesar 100%.
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2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Nilai SAKIP perangkat daerah realisasi Tahun 2024 terhadap akhir Renstra

dimana capaian realisasi kinerja sesuai capaian atau target Renstra sebesar
100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Sesuai tabel 3.11, 3.12 dan 3.13 penyebab keberhasilan kinerja serta

alternative solusi terhadap kinerja Meningkatnya Akuntabilita Kinerja Perangkat

Daerah disebabkan karena beberapa hal antara lain:

1.
2.

Alokasi Dana APBD dan dana DBH untuk mencapai sasaran indikator.
Ketersedian sumber daya manusia (SDM Aparatur) Dinas Kehutanan
Provionsi Maluku, memadai dan efisien dalam usaha menunjang
pencapaian target kinerja.

Usaha pencapaian target kinerja telah dilakukan OPD Dinas Kehutanan

dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan Tahun 2024.

e. Dalam mendukung capaian sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja

perangkat daerah ditunjang dengan:

1.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Capaian adalah 3 dokumen, 3 dokumen dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 726.481.232,-.

. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator adalah Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai
Capaian adalah 1 dokumen, 1 dokumen dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 192.705.003,-.

. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
Indikator adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang disediakan.
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Capaian adalah 1 paket, 1 paket dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 12.498.000,-.

4. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator adalah Jumlah Paket peralatan runah tangga yang disediakan
Capaian adalah 1 paket, 1 paket dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 14.997.770,-.

5. Kegiatan Penyedian Bahan Logistik
Indikator adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Capaian adalah 1 paket, 1 paket dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 87.069.658,-.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Indikator adalah Jumlah Paket logistik kantor yang disediakan
Capaian adalah 1 paket, 1 paket dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 39.912.550,-.

7. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Indikator adalah Jumlah laporan fasilitasi kinjungan tamu
Capaian adalah 1 laporan, 1 laporan dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 108.547.500,-.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator adalah Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Capaian adalah 18 laporan, 18 laporan dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 293.214.000,-.

9. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
Capaian adalah 3 unit, 3 unit dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.
49.500.000,-.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Capaian adalah 1 laporan, 1 laporan dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 15.000.000,-.

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021




DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU 2024

11.

12.

13.

14.

15.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
Capaian adalah 1 laporan, 1 laporan dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 91.200.000,-.
Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor
Indikator adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang disediakan
Capaian adalah 1 laporan, 1 laporan dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 793.873.520,-.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan
dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Capaian adalah 33 unit, 33 unit dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 812.424.000,-
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Capaian adalah 91 unit, 91 unit dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 37.390.000,-.
Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Indikator adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
dipelihara/ direhabilitasi
Capaian adalah 2 unit, 2 unit dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 700.000.000,-.
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C. Realisasi Anggaran

Jumlah rencana pengeluaran Belanjan Langsung Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang tercantum dalam

Perubahan Anggran Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah Rp. 51.202.771.637
dengan realisasi sebesar Rp. 47.035.715.501 yang bersumber dari DAU dan DBH Tahun 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimanan tabel 3.14

Tabel 3.14

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
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NO. PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU (Rp) I&E,A:;Z‘;SJ (s: :) Sisa Pagu ':ﬂ/g;'
1 2 3 & 7 10 (4-7) 13
A. DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
I. Penunjang Urusan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 536.573.200 473.657.000 62.916.200 88,27
Pemda Provinsi Kinerja Perangkat Daerah
Malulku Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 336.630.900 297.645.400 38.985.500 88,42
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.942.300 176.011.600 23.930.700 88,03
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.258.883.688 31.227.703.366 3.031.180.322 91,15
Penyediaan Gaji & Tunjangan 34.258.883.688 31.227.703.366 3.031.180.322 91,15
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada 145.460.000 127.084.600 18.375.400 87,37
Perangkat Daerah
Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik 145.460.000 127.084.600 18.375.400 87,37
Daerah pada SKPD
4. Adm. Kepeg. Perangkat Daerah 162.623.500 143.828.040 18.795.460 88,44
Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai 162.623.500 143.828.040 18.795.460 88,44
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Adm. Umum Perangkat Daerah 606.636.040 579.429.700 27.206.340 95,52

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.303.160 15.264.000 39.160 99,74

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 68.822.700 66.973.000 1.849.700 97,31

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 96.138.680 74.358.500 21.780.180 77,35

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.912.500 39.828.300 84.200 99,79

Fasilitasi Kunjungan Tamu 116.695.000 113.823.700 2.871.300 97,54

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 269.764.000 269.182.200 581.800 99,78

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 89.360.000 88.078.500 1.281.500 98,57

Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya 89.360.000 88.078.500 1.281.500 98,57

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 714.670.720 710.894.134 3.776.586 99,47

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 12.000.000 3.000.000 80,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 91.200.000 90.423.414 776.586 99,15

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 608.470.720 608.470.720 - 100,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 885.250.000 808.588.982 76.661.018 91,34

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 792.700.000 719.352.362 73.347.638 90,75

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.390.000 34.355.000 35.000 99,90

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 58.160.000 54.881.620 3.278.380 94,36

Bangunan Lainnya

JUMLAH I 37.399.457.148 34.159.264.322 3.240.192.826 91,34
II. Program Pengelolaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL 649.991.232 569.134.338 80.856.894 87,56
Hutan

Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di 224.993.824 197.425.620 27.568.204 87,75

Kawasan Hutan Produksi

Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau 274.997.650 224.384.790 50.612.860 81,60

Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi

Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan 149.999.758 147.323.928 2.675.830 98,22

Produksi
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Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan 5.999.999.700 5.569.992.801 430.006.899 92,83
Hutan Negara
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan 153.777.000 100.066.650 53.710.350 65,07
(RTnRL)
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan 3.924.120.590 3.629.651.748 294.468.842 92,50
Negara
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar 683.143.100 638.105.683 45.037.417 93,41
Kawasan Hutan Negara
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan 1.238.959.010 1.202.168.720 36.790.290 97,03
Lahan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 2.000.020.500 1.923.869.755 76.150.745 96,19
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan 301.766.500 268.389.548 33.376.952 88,94
Hutan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1.698.254.000 1.655.480.207 42.773.793 97,48
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 80.532.480 19.467.520 80,53
Kayu (HHBK)
Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan 100.000.000 80.532.480 19.467.520 80,53
Kayu
JUMLAH II 8.750.011.432 8.143.529.374 606.482.058 93,07
II1I. | Diklat, Penyuluhan, Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi 1.499.979.400 1.450.659.861 49.319.539 96,71
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Masyarakat Di Bidang Kehutanan
Kehutanan -
Penguatan & Pendampingan Kelembagaan Kelompok 643.369.600 610.284.061 33.085.539 94,86
Tani Hutan
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 856.609.800 840.375.800 16.234.000 98,10
JUMLAH III 1.499.979.400 1.450.659.861 49.319.539 96,71
TOTAL A (I+II+III) 47.649.447.980 43.753.453.557 3.895.994.423 91,82
B. UPTD-KPH
B. 1 KPH KABUPATEN MALUKU TENGAH
I Penunjang Urusan Adm Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00

Pemda Provinsi
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Maluku Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Keuangan SKPD
Adm. Umum Perangkat Daerah 103.249.300 99.244.700 4.004.600 96,12
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8.500.000 8.500.000 - 100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.576.000 3.576.000 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.104.300 7.099.700 4.600 99,94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.429.000 1.429.000 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 82.640.000 78.640.000 4.000.000 95,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 53.901.924 46.973.924 6.928.000 87,15
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 18.900.000 13.220.000 5.680.000 69,95
Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.001.924 33.753.924 1.248.000 96,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 83.240.000 83.041.250 198.750 99,76
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan 83.240.000 83.041.250 198.750 99,76
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
JUMLAH I 279.151.224 268.019.874 11.131.350 96,01
II. Pengelolaan Hutan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 14.845.100 14.425.100 420.000 97,17
Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 14.845.100 14.425.100 420.000 97,17
Pengelolaan Hutan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 56.003.300 56.003.300 - 100,00
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 56.003.300 56.003.300 - 100,00
JUMLAH II 70.848.400 70.428.400 420.000 99,41
JUMLAH B.1 (I+II) 349.999.624 338.448.274 11.551.350 96,70
B.2 KPH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
I Penunjang Urusan Adm Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi
Maluk e Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/ Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00

Keuangan SKPD
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Adm. Umum Perangkat Daerah 188.595.680 185.862.720 2,732.960 98,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.898.700 1.898.700 - 100,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 23.500.000 23.500.000 - 100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.408.200 8.408.200 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.724.980 8.491.380 233.600 97,32
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 5.539.800 5.405.000 134.800 97,57
Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.150.000 12.150.000 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 128.374.000 126.009.440 2.364.560 98,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 47.489.048 46.710.368 778.680 98,36
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.250.000 1.250.000 - 100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 13.457.148 12.678.468 778.680 94,21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 32.781.900 32.781.900 - 100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 31.940.000 31.940.000 - 100,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & 31.940.000 31.940.000 - 100,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
JUMLAH I 306.784.728 303.273.088 3.511.640 98,86
II Program Pengelolaan 27.715.000 27.402.720 312.280 98,87
Hutan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan
Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 27.715.000 27.402.720 312.280 98,87
Pengelolaan Hutan
40.500.000 40.500.000 - 100,00

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP
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Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Perlindungan 40.500.000 40.500.000 ) 100,00
Hutan
JUMLAH II 68.215.000 67.902.720 312.280 99,54
JUMLAH B.2 374.999.728 371.175.808 3.823.920 98,98
B.3 KPH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
I Penunjang Urusan Adm Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi
Maluku Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Keuangan SKPD
Adm. Umum Perangkat Daerah 181.167.000 161.093.600 20.073.400 88,92
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.815.000 1.815.000 - 100,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.500.000 41.490.000 5.010.000 89,23
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.814.800 2.814.800 4.000.000 41,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.028.700 4.028.700 - 100,00
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 3.373.500 3.373.500 - 100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.018.000 3.018.000 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 115.617.000 104.553.600 11.063.400 90,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 13.200.000 10.234.772 2.965.228 77,54
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 13.200.000 10.234.772 2.965.228 77,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 39.150.000 39.108.225 41.775 99,89
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 39.150.000 39.108.225 41.775 99,89
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
JUMLAH I 272.277.000 249.196.597 23.080.403 91,52
II | Program Pengelolaan 24.323.000 24.001.200 321.800 98,68

Hutan

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan
Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
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Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 24.323.000 24.001.200 321.800 98,68
Pengelolaan Hutan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 53.400.000 51.600.000 1.800.000 96,63
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 31.800.000 30.600.000 1.200.000 96,23
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 21.600.000 21.000.000 600.000 97,22
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan &
Lahan
JUMLAH II 77.723.000 75.601.200 2.121.800 97,27
JUMLAH B.3 350.000.000 324.797.797 25.202.203 92,80
B. 4 KPH KABUPATEN BURU
I Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Maluku Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.080.000 103.613.664 13.466.336 88,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4.181.400 4.181.400 - 100,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.221.100 4.221.100 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.288.500 17.171.400 117.100 99,32
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 3.789.000 3.789.000 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 87.600.000 74.250.764 13.349.236 84,76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 21.950.000 - 21.950.000 -
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya 21.950.000 - 21.950.000 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 86.803.848 82.242.688 4.561.160 94,75
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 16.800.000 13.486.840 3.313.160 80,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.003.848 68.755.848 1.248.000 98,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 43.160.000 43.151.100 8.900 99,98
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 43.160.000 43.151.100 8.900 99,98

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
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JUMLAH I 307.753.848 267.767.452 39.986.396 87,01
Program Pengelolaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 1.889.880 95,53
Hutan 42.246.000 40.356.120
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 42.246.000 40.356.120 1.889.880 95,53
JUMLAH II 42.246.000 40.356.120 1.889.880 95,53
JUMLAH B.4 349.999.848 308.123.572 41.876.276 88,04
B.5 KPH KABUPATEN BURU SELATAN
Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Maluku Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.875.808 137.378.100 14.497.708 90,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.421.780 2.416.000 5.780 99,76
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8.500.000 8.500.000 - 100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.100.400 1.868.000 232.400 88,94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.311.128 4.763.900 547.228 89,70
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.516.500 3.516.500 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 130.026.000 116.313.700 13.712.300 89,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 55.769.232 54.398.232 1.371.000 97,54
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 9.100.000 9.081.000 19.000 99,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.669.232 45.317.232 1.352.000 97,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 58.160.000 58.160.000 - 100,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & 43.160.000 43.160.000 - 100,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan 15.000.000 15.000.000 - 100,00
Lainnya
JUMLAH I 304.565.040 288.696.332 15.868.708 94,79
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II.

Pengelolaan Hutan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 1.100.000 1.100.000 - 100,00
Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 1.100.000 1.100.000 - 100,00
Pengelolaan Hutan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 21.000.000 20.400.000 600.000 97,14
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 21.000.000 20.400.000 600.000 97,14
JUMLAH II 22.100.000 21.500.000 600.000 97,29
JUMLAH B.5 (I+1II) 326.665.040 310.196.332 16.468.708 94,96
B.6 KPH KOTA AMBON
I Penunjang Urusan Adm. Umum Perangkat Daerah 71.510.000 70.106.700 1.403.300 98,04
Pemda Provinsi -
Maluku Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8.500.000 8.500.000 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.071.000 30.809.700 261.300 99,16
Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.573.000 2.478.000 95.000 96,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 29.366.000 28.319.000 1.047.000 96,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 95.203.848 90.663.048 4.540.800 95,23
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 25.200.000 23.155.200 2.044.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.003.848 67.507.848 2.496.000 96,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 48.420.000 47.509.700 910.300 98,12
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 48.420.000 47.509.700 910.300 98,12
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
JUMLAH I 215.133.848 208.279.448 6.854.400 96,81
Pengelolaan Hutan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 27.660.000 27.560.000 100.000 99,64

Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)
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Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan 27.660.000 27.560.000 100.000 99,64
Pengelolaan Hutan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan 57.206.000 57.076.000 130.000 99,77
Lindung dan Hutan Produksi
Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Perlindungan 39.625.000 39.625.000 - 100,00
Hutan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 17.581.000 17.451.000 130.000 99,26
Pencegahan/Penaggulangan Kebakaran Hutan & Lahan
JUMLAH II 84.866.000 84.636.000 230.000 99,73
JUMLAH B.6 (I+II) 299.999.848 292.915.448 7.084.400 97,64
B.7 KPH MALUKU TENGGARA
I Penunjang Urusan Adm. Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi - Prr——
Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Maluku
Keuangan SKPD
2 Adm. Umum Perangkat Daerah 139.297.203 122.206.590 17.090.613 87,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.972.636 2.972.627 9 100,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.622.153 2.512.967 109.186 95,84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.575.414 9.328.070 1.247.344 88,21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 123.127.000 107.392.926 15.734.074 87,22
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 27.300.000 21.789.998 5.510.002 79,82
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000 2.700.000 - 100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 24.600.000 19.089.998 5.510.002 77,60
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 34.560.000 33.849.875 710.125 97,95
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & 34.560.000 33.849.875 710.125 97,95

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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JUMLAH I 239.917.203 216.606.463 23.310.740 90,28
Pengelolaan Hutan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 35.080.000 20.690.000 14.390.000 58,98
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 23.680.000 16.190.000 7.490.000 68,37
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 11.400.000 4.500.000 6.900.000 39,47
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan &
Lahan
JUMLAH II 35.080.000 20.690.000 14.390.000 58,98
JUMLAH B.7 274.997.203 237.296.463 37.700.740 86,29
B.8 KPH KOTA TUAL
I Penunjang Urusan Adm. Keuangan Perangkat Daerah 21.840.000 21.840.000 - 100,00
Pemda Provinsi - —
Maluku Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi 21.840.000 21.840.000 - 100,00
Keuangan SKPD
Adm. Umum Perangkat Daerah 190.048.650 154.861.141 35.187.509 81,48
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 738.600 738.600 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.174.050 2.174.050 5.000.000 30,30
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 1.200.000 1.200.000 - 100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 180.936.000 150.748.491 30.187.509 83,32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang - - -
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya = = =
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 5.950.000 5.059.950 890.050 85,04
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 5.950.000 5.059.950 890.050 85,04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 43.160.000 35.763.700 7.396.300 82,86
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 43.160.000 35.763.700 7.396.300 82,86

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
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JUMLAH I 260.998.650 217.524.791 43.473.859 83,34
Pengelolaan Hutan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 39.000.000 39.000.000 - 100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan 39.000.000 39.000.000 - 100,00
Hutan
JUMLAH II 39.000.000 39.000.000 - 100,00
JUMLAH B.8 299.998.650 256.524.791 43.473.859 85,51
B. 9 KPH KEPULAUAN ARU
I Penunjang Urusan Adm. Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi
Maluku Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Keuangan SKPD
Adm. Umum Perangkat Daerah 88.272.150 81.087.040 7.185.110 91,86
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.439.200 9.414.200 25.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.726.950 9.513.900 213.050 97,81
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 1.772.000 1.752.000 20.000 98,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 67.334.000 60.406.940 6.927.060 89,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 89.807.848 85.217.048 4.590.800 94,89
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 1.185.000 2.815.000 29,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 15.804.000 14.028.200 1.775.800 88,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.003.848 70.003.848 - 100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 58.160.000 53.139.700 5.020.300 91,37
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 43.160.000 38.139.700 5.020.300 88,37
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan 15.000.000 15.000.000 - 100,00

Lainnya
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JUMLAH I 274.999.998 258.203.788 16.796.210 93,89
JUMLAH B.9 274.999.998 258.203.788 16.796.210 93,89
B. 10 KPH KEPULAUAN TANIMBAR
I Penunjang Urusan 1. | Adm. Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Maluku Keuangan SKPD
2 | Adm. Umum Perangkat Daerah 112.234.700 97.572.100 14.662.600 86,94
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 8.500.000 - 8.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.791.200 1.771.200 20.000 98,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.230.500 3.230.500 - 100,00
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 730.000 - 730.000 -
Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.241.000 1.494.000 747.000 66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 95.742.000 91.076.400 4.665.600 95,13
3. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 61.669.232 55.719.132 5.950.100 90,35
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 15.000.000 10.713.900 4.286.100 71,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.669.232 45.005.232 1.664.000 96,43
4. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 37.900.000 25.771.500 12.128.500 68,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, 37.900.000 25.771.500 12.128.500 68,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
JUMLAH I 250.563.932 217.822.732 32.741.200 86,93
Pengelolaan Hutan 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HL dan HP 26.100.000 18.000.000 8.100.000 68,97
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 26.100.000 18.000.000 8.100.000 68,97
JUMLAH II 26.100.000 18.000.000 8.100.000 68,97
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JUMLAH B.10 276.663.932 235.822.732 40.841.200 ‘ 85,24 ‘
B. 11 KPH MALUKU BARAT DAYA
I Penunjang Urusan 1. Adm. Keuangan Perangkat Daerah 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Pemda Provinsi = —
Maluku Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi 38.760.000 38.760.000 - 100,00
Keuangan SKPD
2 Adm. Umum Perangkat Daerah 166.357.090 148.509.930 17.847.160 89,27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.305.390 2.305.390 - 100,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 31.137.300 31.100.000 37.300 99,88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 780.200 780.200 - 100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.245.200 5.245.200 - 100,00
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 313.000 313.000 - 100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.441.000 3.440.000 1.000 99,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 123.135.000 105.326.140 17.808.860 85,54
3. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang 14.000.000 14.000.000 - 100,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel 14.000.000 14.000.000 - 100,00
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 79.722.696 76.159.809 3.562.887 95,53
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 9.150.000 6.176.675 2.973.325 67,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.572.696 69.983.134 589.562 99,16
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 58.160.000 53.327.200 4.832.800 91,69
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & 43.160.000 38.327.200 4.832.800 88,80
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 15.000.000 15.000.000 - 100,00
Bangunan Lainnya
JUMLAH I 356.999.786 330.756.939 26.242.847 92,65
Pengelolaan Hutan 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di H. Lindung 18.000.000 18.000.000 - 100,00
& H. Produksi
Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Perlindungan 18.000.000 18.000.000 - 100,00
Hutan
JUMLAH II 18.000.000 18.000.000 - 100,00
JUMLAH B.11 374.999.786 348.756.939 26.242.847 93,00
TOTAL B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.9+B.10.+B.11) 3.553.323.657 3.282.261.944 271.061.713 92,37
GRAND TOTAL (A+B) 51.202.771.637 47.035.715.501 4.167.056.136 91,86

Efisiensi Penggunanan Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2024 sebesar Rp. 51.202.771.637 dengan realisasi
34 Sub Keqi

sebesar Rp. 47.035.715.501 atau 91, 86%

dengan

3 program,

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 20219
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BABIV.PENUTUP

Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
melaksanakan 3 Program dan 17 Kegiatan dengan 34 Sub Kegiatan. Dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 51.202.771.637,- Secara keseluruhan realisasi
pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan rata-rata hanya mencapai
Rp. 47.035.715.501,- presentase 91,86%. Sisa anggaran kegiatan sebesar
Rp. 4.167.056.136,- atau sekitar 8,14%.

Pada Tahun 2024 permasalahan mengakibatkan pencapaian hanya
91,86% dimana dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui masalah, namun
terkait dengan penyerapan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terjadinya Pengembalian Dana Sisa dari kegiatan Perjalanan Dinas.

2. Kegiatan Pengadaan tidak dapat di bayarkan dan akan di bayarkan pada
Tahun 2025.

Diharapkan untuk Tahun 2025 adanya upaya dalam peningkatan capaian

Indicator Kinerja diantaranya:

1. Peningkatan volume produksi kayu Menginstruksikan kepada pemegang
PBPH untuk melakukan perencanaan target produksi sesuai kondisi rill
tegakan masak tebang di  tahun-tahun  berikutnya dengan
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat serta melakukan
perbaikan atau pergantian peralatan operasional sesuai kebutuhan rill di
lapangan.

2. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB harus dapat diukur dari
semua aspek dam melakukan upaya pengembangan sektor usaha hutan
tanaman, pengendalian produksi kayu hutan rakyat dan hasil budidaya.

3. Presentasi Peningkatan Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH
dengan mengupayakan perbaikan sisitim perencanaan dan penganggaran
pada tahun-tahun berikutnya.

4. Presentasi Kualitas Penutupan Lahan harus melakukan upaya peningkatan
kualitas dan kuantitas tutupan lahan dengan mengoptimalkan kegiatan RHL,

Fasilitasi pelaksanaan operasional izin perhutanan social, penyuluhan,
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pengawasan dan pengendalian aktifitas PBPH, serta pengamanan dan
perlindungan hutan dan

5. Jumlah pemberdayaan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial harus
adanya peningkatan penganggaran dan juga peningkatan kapasitas dan

kompetensi sumber daya penyuluhan kehutanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 OPD Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku kami sampaikan, semoga laporan ini dapat
bermanfaat dalam penyampaian LKIP Provinsi Maluku dan pengambilan

kebijakan pembangunan kehutanan di masa mendatang.

laporan Kinegja Instansi Pemerintah (IKIP) Tahun 2021
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Pemerintah Provinst Maluku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya
Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku periode 2019 s/d 2024.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan pembangunan
kehutanan yang merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2019 -2024.

Demikian kami sampaikan mudah-mudahan dokumen Renstra ini bermanfaat
dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Ambon, November 2022

mbina TKk. |
9730822 199903 1 009

Rencana Startegis Dinas Kehutanan Tahun 2019 - 2024
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Pendahuluan H

1.1. Latar Belakang

Secara umum Renstra Perangkat Daeatislisununtuk memberikan gambaran terkait
pelayanan OPParah pembangunagang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
Bagaimana mencapainya; Serta langhahgkah strategis apa yang perlu dilakukan agar
tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman
pada Peraturan Mentealam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunadangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berlakunya Peraturan DaeraRrovinsi Maluku Noma 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat DadrabvinsiMaluku dan ditindaklanjuti dengan
Peraturan GubernuProvinsiMaluku Nomor 100 Tahun2021 tentang KedudukanTugas dan
Fungsi,Susunan Organisasi dahata KerjaDinas Daerah Provinsi Malukmaka Dinas
Kehutanamdalammenyusun dokumen Renste)192024berpedoman pada RPJMBovinsi
Maluku 20192024 aas dasar tersebut mak&enstraDinas KehutananProvinsiMaluku
diharapkandapat mengintegrasikan antara keahlimumber daya manusia dan sumber daya
alam khuswsnya bidang kehutanan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dalamperjalanannya setelah Renstra Dinas Kehutanan ProMakiku Tahun2019
2024 ditetapkan, Pemeritahtelah menerbitkanbeberapa kebijakan nasional maupun
perkembangan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan disektor
kehutanan, secara khusus dengan terjadinya bencana nonRaademiCovid 19 telah
menimbulkan masalah perekonomian nasional dan daeBandasarkan hasil evaluasi yang

dilaksanakan melalui Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2012024
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